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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia pertama kali membentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan umum pada tahun 1946. Pemilu yang pertama kali sedianya diadakan untuk mengisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebuah badan perwakilan rakyat yang pertama kali dimiliki Indonesia sejak kemerdekaannya. KNIP semula dibentuk atas dasar maklumat. Pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan mengisi lembaga itu melalui  maklumat, dalam maklumat tersebut pemerintah menyatakan rencananya untuk menyelenggarakan Pemilu. Pada maklumat berikutnya, yaitu disebutkan bahwa pemilihan anggota-anggota badan perwakilaan tersebut akan dilangsungkan pada Januari 1946, ternyata rencana tersebut tidak terlaksana, dengan persetujuan Badan Pekerja (BP) KNIP mensahkan RUU tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi UU, didalamnya memuat tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam UU No. 12/1946 ini disebutkan bahwa badan penyelenggara pemilihan dari pusat sampai daerah akan dibentuk. Badan ini bertugas menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 110 orang anggota KNIP, untuk di pusat namanya Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS), sedangkan didaerah dinamakan cabang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat.  

BPS dibentuk oleh Presiden, berkedudukan di Yogyakarta dengan tugas pokok melakukan pembaharuan keanggotaan KNIP, anggota BPS ada 10 orang yang merupakan wakil dari partai politik dan wakil dari daerah. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Pada tahun 1948 BPS serta semua organ ikutannya yang berada di pusat maupun di daerah dibubarkan, melalui Penetapan Presiden No. 28/1948. Pembubaran tersebut merupakan konsekuensi dari tidak digunakannya lagi UU No. 12 tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan KNIP.

Sejak Undang-undang  No. 12 tahun 1946 tidak berlaku dan diganti oleh UU No.27 tahun 1948 maka BPS diganti dengan KPP (Kantor Pemilihan Pusat). Jumlah anggota KPP ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan 3 (tiga) orang wakil anggota, dua diantara mereka merangkap menjadi anggota. Tugas KPP adalah memimpin pemilihan pemilih dan memilih anggota DPR. Seperti yang dialami badan penyelenggara pemilu bentukan 1946, KPP dan organ-organ dibawahnya juga dibubarkan sebelum sempat melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Soalnya, setelah RIS kembali menjadi Negara kesatuan RI dengan berlakunya UUD sementara 1950, system ketatanegaraan juga berubah, tak terkecuali tata cara untuk memilih anggota lembaga wakil rakyat.

         Pada tanggal 3 desember 1953 KPP melakukan serah terima kepada PPI, Keppres No. 188  tahun 1953 yang menetapkan susunan keanggotaan PPI yang baru, anggota PPI sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) dua diantaranya merangkap ketua dan wakil ketua, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk masa kerja empat tahun. PPI dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh PP yang kedudukannya di tingkat Provinsi yang mengemban tugas persiapan dan penyelenggaraan Pemilu untuk anggota Konsituante dan DPR.
Pada tahun 1959 PPI dan PP berhenti menjalankan tugasnya tetapi kesekretariatan PPI masih berjalan dan PPI tidak sepenuhnya dibubarkan, hanya saja pemerintah tidak mengangkat anggotanya lagi, hal ini merupakan konsekuensi dari keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli tahun1959, Dekrit tersebut menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dengan sendirinya UUDS 1950 tidak berlaku lagi.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa kerap terjadinya pergantian untuk 1 (satu) lembaga, diman lembaga tersebut mempunyai tugas yang sama, yaitu: sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Aktualisasi dari kedaulatan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya melalui partai politik adalah implementasi dari perwujudan demokratisasi di negeri ini, sebagai salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. 

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab atas  penyelenggaraan Pemilu, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang kepada Presiden dan DPR.
 Penyelenggara Pemilu pada saat ini mengalami perubahan ke arah yang lebih positif yaitu diselenggarakan oleh orang-orang yang independen dan non partisan partai politik.  Disamping itu, partai-partai politik selaku peserta Pemilu di tata sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi lebih sehat, dewasa, dan demokratis.

Penyelenggaraan pemilu tahun 2004, telah membuktikan kondisi realitas politik yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia secara faktual dan sungguh-sungguh dalam meletakan dasar demokrasi yang sedang dan akan dibangun dimasa mendatang. Hal ini dibuktikan oleh berjalannya pemilu tahun 2004 berjalan dengan aman, tertib dan sukses, dan juga hal ini tidak luput dari perhatian dunia internasional mengakui bahwa bangsa Indonesia telah berhasil dalam menyelenggarakan pemilu yang paling rumit tetapi paling sukses.  

  Komisi Pemilihan Umum menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi/ penyampaian informasi Pemilihan umum melalui komunikasi, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang. Pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak daan media elektronik, dan penyampaian informasi pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan  kelompok masyarakat. Keluarnya kebijakan tersebut seharusnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemilihan umum, seperti tata cara pemilihandan tujuan diselenggarakan pemilihan umum. Tata cara dan tujuan diselenggrakan pemilihan umum perlu disampaikan kepada masyarakat oleh KPU. Hal tersebut dikarenakan tidak semua dari penduduk Indonesia yanmg mengetahui tata cara dan pentingnya diselenggarakan pemilihan umum dalam kehidupan bernegara, meskipun dalam kenyataannya Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum.
Kemampuan melakukan komunikasi politik merupakan hal yang mutlak yang harus dikuasai oleh semua anggota Komisi Pemilihan Umum, karena komunikasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, komuniksi politik dalam pemilu menetukan proses pemilu yang akan dilaksanakan karena fungsi komunikasi politik dalam pemilu ini bertujuan untuk mencerdaskan pemilih, penyampaian informasi tentang pemilu kepada pemilih untuk tahu, mau dan mampu memilih dengan pertimbangan rasional dapat membawa kesejahteraan bangsa dan negara.
Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan suatu proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak terlepas dari dukungan semua pihak. 

Hal diatas tersebut merupakan penjabaran dari sebagian permasalahan yang menjadi latar belakang permasalahan bagi penulis, maka dalam hal ini penulis memilih judul laporan kuliah kerja lapangan (KKL) sebagai berikut : “PELAKSANAAN FUNGSI KOMUNIKASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR DALAM PEMILU TAHUN 2004 “ 
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengkomunikasikan pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Banjar?
2. Bagaimana cara mendidik masyarakat yang dilakukan oleh KPU dalam menginformasikan pemilu?

3. Bagaimana cara pengemasan informasi pemilu yang dilakukan oleh KPU?   
1.3 Maksud dan Tujuan KKL

Maksud dari penulisan laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi politik Komisi Pemilihan Umum pada Pemilu tahun 2004 di Kota Banjar.
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengkomunikasikan pelaksanaan pemilu oleh KPU Kota Banjar.

2. Untuk mengetahui cara mendidik masyarakat yang dilakukan oleh KPU dalam menginformasikan pemilu.

3. Untuk mengetahui pengemasan informasi pemilu yang dilakukan oleh KPU.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil penulisan laporan ini diharapkan memberikan kegunaan yang bersifat teoritis, praktis dan berguna bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan dari penulisan laporan KKL ini adalah sebagai berikut:
1.  Kegunaan Teoritis (Guna Ilimah)
Laporan KKL ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan dalamperkembangan ilmu politik, khusunya dalam mata kuliah sistem kepartaian indonesia, sistem poltik indonesia dan mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan komunikasi politik. Laporan KKL ini juga dapat dijadikan sebagai bahan analisa untuk penelitian yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis 

Laporan KKL ini dapat memberikan sumbangan kepada komisi pemilah umum kota banajar dalam melakukan penilaian, pengembangandan pengendalian atas pelaksanaan fungsi komunikasi politik yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota banjar sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
3. Kegunaan Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi komunikasi politik komisi pemilihan umum kota banjar serta dapat diterapkan oleh penulis baik secara teori maupun secara praktek.

1.5  Kerangka Pemikiran

 Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan informasi pada rakyat, mencerdaskan rakyat sebagai pemilih yang mana hal tersebut merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum. Pemberian atau penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan saran penghubung komunikasi dalam masyarakat baik pikiran maupun asosiasi dan lain sebagainya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rusadi Kartaprawira, sebagai berikut
Definisi komunikasi politik menurut Rusadi Kartaprawira yaitu :

“Komunikasi yang dilakukan untuk menghubungkan komunikasi dalam masyarakat baik pikiran antar golongan, asosiasi, sektor kehidupan, politik masyarakat dengan pikiran politik pemerintah” (Rusadi, 1998 : 45).

Komunikasi politik disini lebih berorientasi pada komunikasi yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi antar orang perorang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok masyarakat, rakyat dengan pemerintah dalam hidup bersama, membina hidup bersama dalam satu Negara bersama.

Pengertian tentang komunikasi politik pun dapat  dipahami dari pendapat, Sumarno AP mendefinisikan bahwa :

“komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa seingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan, komunikasi ini dapat mengikat semua warga melalui suatu sangsi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” (Sumarno AP, 1992 : 47).

Komunikasi adalah proses utama dalam penyampaian informasi pada masyarakat, dengan komunikasi yang tepat akan membuahkan hasil yang dicita-citakan. Tehnik komunikasi persusife merupakan salah satu tehnik untuk memotivasi seseorang yang dilakukan dengan cara mempengaruhi seseorang secara ekstralogis. Teknik ini dirumuskan “AIDDAS”

A
= attention (perhatian) 

 I
= interest (minat)
D
= desire (hasrat)
D
= decition (keputusan)
A
= action (aksi/ tindakan)
S
= statisfaction (kepuasan)
Penggunaannya pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian           kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari suatu pekerjaan agar timbul               minat pegawai terhadap pelaksanaan kerja, jika telah timbul minatnya maka         hasratnya menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja   dalam mencapai tujuan yang diharapka oleh pemimpin. Dengan demikian,            pegawai  akan  bekerja  dengan  motivasi  tinggi  dan  merasa puas terhadap                hasil kerjanya.
Ada beberapa fungsi dari komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy diantaranya:

1. To Inform 
(Mengkomunikasikan )

2. To Educate (Mendidik)

3. To Entertaint (Menghibur)

4. To Influence (Mempengaruhi)

(Effendy, 1993:55)

Relevansi dari fungsi komunikasi politik telah menunjukan bahwa upaya Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan komunikasi politiknya dipandang sangat penting terlihat dari pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyampai informasi pemilu yang aktual pada pemilih, komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU secara tidak langsung telah mendidik para pemilih dalam bidang politik, penyampaian informasi pemilu pada masyarakat merupakan pembelajaran dini bagi masyarakat yang belum paham akan tata cara pemilu yang baru. Dalam penyampaian informasi, KPU mengemasnya dalam bentuk hiburan seperti, penyampaian informasi lewat media cetak yang dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat lebih tertarik dan menikmatinya, dan masyarakat bisa lebih gampang menerima informasi yang disampaikan oleh KPU, maka komunikasi politik selain dari pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai proses dimana informasi politik terusan dari bagian sistem politik dalam mensukseskan pemilu pada tahun 2004 di Kota Banjar. 

Dalam suatu organisasi komunikator menjalankan beberapa fungsi, yaitu :

1. Komunikasi menyampaikan informasi dan pengetahuan dari orang yang satu kepada orang lain sehingga dapat terjadi tindakan kerjasama.

2. Komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang yang melakukan sesuatu.

3. Komunikasi membantu membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan untuk mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi perilaku.

4. Komunikasi membantu memperkenalkan pegawai-pegawai dengan lingkungan fisik dan sosial mereka.

Pemilihan umum dapat diartikan sebagai berikut:
“Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih,memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-Jabatan yang disini beraneka ragam,mulai dari presiden, wakil rakyat dipelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks ini yang lebih luas, pemilu juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua Osis atau ketua kelas, walaupun untuk itu kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan” (Koirudin,2004:94).
Komunikasi politik dalam pemilihan umum dipandang sangat diperlukan, karena komunikasi tersebut sangat berpengaruh pada keberhasilan pemilihan umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan asumsi dasara sebagai berikut:

1. komunikasi politik yang baik akan tercipta apabila dilakukan oleh seorang komunikator yang memiliki kemampuan (paham akan materi yang akan disampaikan) dalam melaksanakan komuniksi politi.

2. komunikasi politik yang baik dapat merubah pemahaman masyarakat terhadap makna dari pemilihan umum.

3. Pemahaman masyarakat akan arti pemilihan umum akan mencipatak sebuah pemilihan umum yang baik dan menghasilkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan sesuai dengan pilihan rakyat.

Dari asumsi dasar di atas, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :
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1.6  Metode Penulisan Dalam Pelaporan KKL

1.6.1 Metode Penulisan Dalam Pelaporan KKL
Metode penelitian yang digunakan dalampelaporan KKL ini adalah metode deskiptif. Metode deskriptif menurut Moh. Nasir adalah, sebagai berikut:
Metode deskriptif adalah penulisan dengan jenis penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas analisa kerja yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas-aktivitas dan pekerja manusia dimana hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan yang akan datang (Moh. Nasir, Metode Penelitian,1999:71).

1.6.2  Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut :
a) Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku pegangan yang berubungan dengan permasalaan yang dibahas, Undang-undang tertulis serta buku bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
b) Observasi

Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan tujuan melihat kenyataan yang sebenarnya dari permasalah yang sedang dibahas, untuk itu diperlukan penelitian lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari objek yang sedang diteliti.

1.6.3 Teknik Analisa Data
Analisa data yang penulis gunakandalam pelaporan KKL ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif merupakan strategi penelitian yang naturalistis, tanpa hipotesis sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan oleh bagong suyatna, sebagai berikut:

“Metode kualitataif adalah strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan”( Suyatna, 2005:183).

Berdasarkan analisa data yang penulis gunakan, maka ada beberapa tahapan  yang penulis lakukan untuk memperoleh data yang sesuai, tahapan-tahapan tersebut, terdiri dari:

1. Mengumpulkan data, dalam laporan KKL ini penulis mengumpulkan data denga cara observasi dan studi pustaka, karena itu informasi yang penulis terima masih bersifat umum.
2. menyeleksi data, dari ahsil observasi dan studi pustaka, penulis kemudian merumuskan informasi tersebut kedalam bentuk teks yang berupa pernyataan. Hal tersebut untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data yang lebih spesifik.

3. Reduksi, data yang diperoleh dari penyeleksian data pada tahap kedua kemudian disahkan dalam bentuk laporan.

4. Kesimpulan, penarikan kesimpulan dalam laporan KKL ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan mekanisme deduktif, karena penarikan kesimpulannya bertolak pada hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 
1.7  Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 27, Telp. (0265) 775032, Fax (0265) 775033, Kode pos 46321 Banjar.

Lamanya penulisan yang dilakukan penulis berlangsung satu bulan dari tanggal 1 Agustus 2006, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pengajuan surat izin Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Juli 2006.
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Agustus 2006.

3. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Lapangan dengan arahan pembimbing pada bulan September .
4. Penulisan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Oktober-Nopember 2006.
5. Pengumpulan Laporan Kuliah Kerja Lapangan pada bulan Desember 2006.
Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan KKL

	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	Juli
	Agust
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	1
	Pengajuan surat izin KKL
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan Laporan dengan arahan pembimbing
	
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan Laporan KKL
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